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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian diatas yang telah dibahas di bab sebelumnya, 

maka peneliti menarik kesimpulan bahwa penerapan Electronic Government di 

Dinas Kependuduka Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat sudah 

“berhasil” diterapkan sejak tahun 2013 dengan ditetapkannya Undang-Undang 

Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 

2006 tentang Administrasi Kependudukan. Salah satu bukti hasil dari penelitian 

ini bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat: 

1. Penerapan pada pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatam Sipil 

Kabupaten Lombok Barat ini sudah berbasis electronic namun ada satu jenis 

pelayanan yang tidak berbasis elektronik yaitu Kartu Identitas Anak (KIA) 

karena tidak membutuhkan perekaman elektronik. Untuk segi peralatan 

semuanya berbasis elektronik baik dari perekaman, tanda tangan elektronik, 

sidik jari, dan iris mata sehingga tidak dimungkinkan untuk pemalsuan data. 

Selain itu penerapan lainnya yaitu adanya website resmi Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil, dan terakhir adanya program Sistem Informasi 

Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dikembangkan oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuoaten Lombok Barat. 

2. Dengan penerapan Electronic Government di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat ini adanya peningkatan kualitas 
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pelayanan pada setiap tahunnya, walaupun prosesnya tidak cepat namun 

dengan adanya penerapan Electronic Government ini dapat mempercepat 

pencetakan dokumen kependudukan Lombok Barat.  

Kemudian dari teori yang digunakan yaitu Indikator Kepuasan Pelanggan dari 

Kenedy dan Young (dalam Supranto, 2006) tersebut bisa disimpulkan bahwa 

hanya beberapa indicator saja yang mampu diterapkan oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat karena dari 

segi pandangan masyarakat adanya merasa puas terhadap pelayanan yang 

berbasis elektronik maupun dari segi kualitas pelayanan walaupun ada 

beberapa masyarakat yang kurang puas dari segi kualitas pelayanannya seperti 

fasilitas yang kurang memadai. 

5.2 Saran 

Mengacu pada kesimpulan diatas, ada beberapa saran perihal penerapan 

Electronic Government dalam pelayanan publik yang secara strategis dapat 

menentukan kinerja pelayanan publik berbasis electronic, yakni sebagai berikut: 

1. Penerapan Electronic Government di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Lombok Barat haruslah terus diupayakan untuk dapat lebih 

ditingkatkan dan dioptimalkan secara berkala sesuai dengan perkembangan 

teknologi modern yang sekarang. Sehingga dimasa yang akan datang, tingkat 

pemanfaatan pelayanan berbasis electronic dapat dinaikkan secara perlahan 

hingga masyarakat yang melakukan pelayanan di instansi tersebut merasa puas 

terhadap pelayanannya dan hal ini mampu sesuai dengan indikator kepuasan 

pelanggan yang dikatakan oleh Kenedy dan Young dalam Supranto (2006). 
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Dengan begitu, maka kualitas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat dapat meningkat atau berjalan 

dengan baik. 

2. Selain melakukan peningkatan pelayanan berbasis electronic, sangat 

diperlukan juga peningkatan sarana dan prasaran seperti fasilitas yang terdapat 

di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat. 

Dalam hal ini bahwa masih kurangnya fasilitas seperti kurangnya penyediaan 

tempat duduk serta loket antrian yang hanya satu. Hal ini dibuktikan dengan 

beberapa masyarakat yang peneliti wawancara merasa kurang nyaman ketika 

melakukan pengurusan dokumen kependudukan tersebut sehingga beberapa 

masyarakat tersebut juga kurang puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat. 
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